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Abstract. One of Indonesia's tax problems is tax aggressiveness done by its taxpayers. This study aims to analyze the 

effect of political connections, Corporate Social Responsibility (CSR) dimension and board diversity affect corporate 

tax aggressiveness. The data used is secondary data from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange from 2015 to 2019. Sampling was conducted using purposive sampling in order to obtain 290 observations. 

The study found that political connections by the company have a negative effect on corporate tax aggressiveness 

while board diversity has no effect on aggressive tax actions. The results of the research on CSR dimension variable 

found that tax aggressiveness depends on the nature of its CSR dimensions. The economic dimension has no influence 

on tax aggressiveness, the environmental dimension has a significant negative effect and the social dimension has a 

significant positive effect on aggressive tax action. 

Keywords. Board diversity; CSR Dimensions; political dimensions; tax aggressiveness   

Abstrak. Salah satu permasalahan pajak di Indonesia adalah perilaku agresivitas pajak yang dilakukan wajib pajak. 

Penelitian memiliki tujuan untuk menguji pengaruh dari koneksi politik, dimensi corporate social responsibility 

(CSR) dan board diversity terhadap agresivitas pajak. Data yang digunakan adalah data sekunder perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu 2015-2019. Pengambilan sampel dilakukan 

menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 290 observasi. Penelitian menemukan koneksi politik yang 

dimiliki perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan sedangkan board diversity 

tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak yang agresif. Hasil dari variabel dimensi CSR menemukan agresivitas 

pajak bergantung pada dimensi CSR yang dilakukan perusahaan. Dimensi ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap 

agresivitas pajak, dimensi lingkungan memiliki pengaruh negatif signifikan dan dimensi sosial memiliki pengaruh 

positif signifikan. 

Kata kunci.  Agresivitas pajak; dimensi CSR; keanekaragaman direksi; koneksi politik 
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PENDAHULUAN 

Sumber utama pendapatan negara 

Indonesia berasal dari penerimaan pajak. 

Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 

(APBN) 2020 menargetkan penerimaan 

perpajakan berkontribusi lebih dari 80% 

keseluruhan target pendapatan negara. Secara 

nominal dari tahun 2015-2019 realisasi 

penerimaan pajak selalu meningkat tetapi pada 

faktanya terakhir tercapainya target 

penerimaan pajak adalah pada tahun 2008. 

Salah satu sistem pemungutan pajak di 

Indonesia adalah self-assessment. 

Pemberlakuan sistem ini dapat menimbulkan 

konsekuensi terhadap perilaku wajib pajak 
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yaitu kemungkinan wajib pajak mencari cara 

bagaimana memperkecil jumlah pajak yang 

seharusnya dibayarkan. Wahab et al., (2017) 

menyatakan sistem self-assessment dapat 

memicu pihak-pihak untuk sengaja melakukan 

perencanaan pajak. Pajak yang dibayarkan 

perusahaan kepada pemerintah merupakan 

biaya yang mengakibatkan berkurangnya kas 

bagi perusahaan. Hal ini tidak menguntungkan 

perusahaan yang memiliki sifat profit oriented. 

Perusahaan dan pemegang saham 

menggunakan agresivitas pajak sebagai salah 

satu cara untuk menghindari pengurangan kas 

(S. Chen et al., 2010). 

Beberapa kasus mengenai pajak di 

Indonesia dimuat dalam pemberitaan media 

masa. November 2020 Tax Justice Network, 

jaringan internasional yang berfokus pada 

penelitian, analisis dan advokasi dibidang 

pajak, dalam laporan The State of Tax Justice 

2020 memperkirakan Indonesia mengalami 

kerugian hingga US$4,86 miliar akibat 

penghindaran pajak setiap tahunnya 

(nasional.kontan.co.id dan news.ddtc.co.id). 

Jumlah ini terbilang besar karena setara lebih 

dari lima persen total target penerimaan pajak 

tahun 2020. Tahun 2019 muncul dugaan 

penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro 

Energy Tbk berdasarkan laporan Global 

Witness. Adaro diduga melakukan skema 

transfer pricing melalui anak perusahaan di 

Singapura. Perusahaan diduga membayar 

pajak lebih rendah sebesar Rp 1,75 triliun dari 

seharusnya (Tirto.id, merdeka.com dan 

finance.detik.com). Berita lainnya di tahun 

2016 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

menyatakan sebanyak dua ribu perusahaan 

asing terkena indikasi melakukan 

penghindaran pembayaran pajak di Indonesia 

dengan alasan merugi selama sepuluh tahun 

(liputan6.com). 

Salah satu cara untuk meminimalkan 

pajak adalah dengan agresivitas pajak (Hanlon 

& Slemrod, 2009). Agresivitas pajak tidak 

sama dengan tax evasion. Lanis & Richardson, 

(2012) menyatakan bahwa istilah agresivitas 

pajak, penghindaran pajak (tax avoidance) dan 

pengelolaan pajak memiliki arti yang sama. 

Secara luas agresivitas pajak didefinisikan 

sebagai manajemen pendapatan kena pajak 

yang dilakukan dengan kegiatan perencanaan 

pajak. Frank et al., (2009) menjabarkan 

agresivitas pajak sebagai upaya manipulasi 

manajemen yang dilakukan untuk mengurangi 

Pendapatan Kena Pajak (PKP) melalui 

kegiatan perencanaan yang legal, ilegal, dan di 

antaranya (grey area). Agresivitas pajak tidak 

serta merta merupakan praktik organisasi yang 

tidak tepat, karena pada dasarnya regulasi 

pajak atau peraturan menawarkan banyak 

peluang bagi perusahaan untuk mengurangi 

pembayaran pajaknya. Upaya tersebut 

dilakukan dengan mencari celah dalam 

regulasi perpajakan (Dyreng et al., 2008 dan 

Lisowsky et al., 2013). 

Mohanadas et al., (2020) mengutip dari 

Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) (2010) mengemukakan 

bahwa negara berkembang sangat bergantung 

pada pendapatan pajak mereka dan karena itu 

jauh lebih rentan terhadap perilaku agresivitas 

pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa Indonesia sebagai 

negara berkembang yang lebih dari 80% postur 

penerimaan APBN berasal dari pajak rentan 

terhadap aktivitas agresivitas pajak. 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan salah satu topik yang dikaitkan 

dengan agresivitas pajak dalam penelitian. Di 

Indonesia sendiri terdapat peraturan yang 

mengatur mengenai CSR. Undang-undang 

nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas pasal 74 menyebutkan perseroan 

yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Peraturan Pemerintah 

nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 
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Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 

pasal 2 menyatakan setiap perseroan selaku 

subjek hukum mempunyai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. 

Beberapa penelitian yang membahas 

mengenai CSR diantaranya, Adiputra et al. 

(2019) dalam penelitiannya menganalisis 

pengaruh pengungkapan CSR pada tindakan 

pajak agresif di Indonesia. Tindakan pajak 

agresif dalam penelitian ini diukur 

menggunakan Abnormal Book Tax Different 

(ABTD). Penelitian lainnya adalah Sari & 

Tjen, (2016) menemukan hasil tingkat 

pengungkapan CSR perusahaan.berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Desai & 

Dharmapala (2006) dan Lanis & Richardson 

(2011) menemukan hasil yang sama yaitu 

pengungkapan CSR perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil 

berlainan didapatkan dalam Lanis & 

Richardson (2013) yang mendapati perusahaan 

di Australia yang dituduh melakukan 

agresivitas pajak mengungkapkan lebih 

banyak informasi CSR perusahaan.  

Berdasarkan beberapa contoh yang 

telah disebutkan penelitian-penelitian tersebut 

meneliti CSR sebagai satu dimensi tunggal 

(unidimensional). Johnson & Greening (1999) 

menemukan beberapa penelitian 

menyangsikan penggabungan dimensi CSR 

ini. Selanjutnya penelitian ini menyebutkan 

menggabungkan semua dimensi CSR ke dalam 

satu konstruksi tidak tepat karena setidaknya 

ada dua dimensi yang sifatnya berbeda secara 

konseptual. Johnson & Greening (1999) 

menemukan penggabungan beberapa dimensi 

CSR menjadi indeks unidimensi 

(unidimensional) dapat menutupi dimensi 

individu yang sama pentingnya dan relevan. 

Hal ini menimbulkan research gap antara 

penelitian sebelumnya di Indonesia yang 

meneliti CSR sebagai satu dimensi dan 

beberapa literatur yang menemukan 

seharusnya CSR diteliti dengan memisahkan 

masing-masing dimensi. 

Selain CSR, Chen (2018) 

menganjurkan penelitian selanjutnya untuk 

menganalisis lebih lanjut mengenai variabel 

lain dari penelitiannya mengenai agresivitas 

pajak dan CSR yaitu variabel koneksi politik 

(political connection). Menurut penelitian 

Chen (2018) perusahaan yang tidak memiliki 

koneksi politik cenderung melakukan 

agresivitas pajak dengan mengungkapkan 

informasi CSR. Kim & Zhang (2016) 

menyatakan perusahaan yang terhubung secara 

politik cenderung melakukan agresivitas 

pajak. Perusahaan-perusahaan ini dapat 

memiliki risiko ketahuan yang lebih rendah, 

lebih dulu mengetahui informasi perubahan 

peraturan atau penegakan pajak, biaya politik 

yang lebih rendah terkait perencanaan pajak, 

dan kecondongan mengambil risiko lebih 

tinggi. 

Selain CSR dan koneksi politik penulis 

juga meneliti hubungan keanekaragaman 

direksi (board diversity) dengan agresivitas 

pajak. Dalam beberapa penelitian sebelumnya 

(Desai & Dharmapala 2006; Brown, 2011; 

Lanis & Richardson, 2011) ditemukan bahwa 

karakteristik direksi secara signifikan 

memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 

Fokus penelitian ini adalah meneliti hubungan 

antara agresivitas pajak dan board gender 

diversity. Variabel diambil dengan 

mempertimbangkan maraknya pembahasan 

mengenai isu kesetaraan gender di Indonesia 

dan dengan melihat belum banyak literasi 

mengenai keanekaragaman gender direksi 

Indonesia yang diterbitkan di jurnal 

Internasional.  

Agresivitas pajak masih menjadi salah 

satu topik yang relevan untuk diteliti. Saran 

dari penelitian-penelitian sebelumnya 

menyebutkan masih ada hal-hal yang dapat 

diteliti lebih lanjut mengenai agresivitas pajak. 
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Ferdiawan & Firmansyah (2017) dalam 

penelitiannya menyarankan penelitian 

selanjutnya untuk tidak menggunakan cash 

ETR sebagai proksi penghindaran pajak karena 

dapat menyebabkan nilai jarque-bera yang 

besar dan mengarahkan untuk menggunakan 

Book Tax Different (BTD). Studi tersebut juga 

menyarankan untuk meneliti variabel-variabel 

lain yang mungkin berhubungan dengan 

penghindaran pajak karena adjusted R2 yang 

diperoleh masih sangat kecil. Literatur yang 

masih menunjukkan inkonsistensi hasil atas 

variabel-variabel yang diteliti menunjukkan 

adanya research gap yang mendorong penulis 

untuk meneliti topik ini lebih lanjut. 

Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak 

Penelitian mengenai koneksi politik 

masih mengalami inkonsistensi hasil. 

Beberapa penelitian menyebutkan koneksi 

politik dimanfaatkan untuk menghindari pajak 

sedangkan beberapa penelitian lain 

menyebutkan perusahaan yang memiliki 

koneksi politik menjadi lebih taat terhadap 

peraturan perpajakan. Salah satu manfaat dari 

dari perusahaan yang memiliki koneksi politik 

adalah dilindungi oleh politisi dari deteksi dan 

risiko litigasi di masa depan Ajili & Khlif 

(2020). Wahab et al (2017) menyatakan 

manfaat lainnya adalah kemampuan untuk 

mengakses informasi mengenai perubahan di 

masa yang akan datang mengenai peraturan 

perpajakan dan penegakannya. Kim & Zhang 

(2016) menemukan perusahaan yang memiliki 

koneksi secara politik lebih agresif terhadap 

pajak daripada perusahaan yang tidak 

memiliki koneksi. Penelitian Adhikari et al., 

(2006) memberikan bukti bahwa perusahaan di 

Malaysia yang memiliki koneksi membayar 

pajak dengan tarif efektif lebih rendah 

daripada perusahaan yang tidak memiliki 

koneksi politik.  

Penelitian lain oleh Iswari et al., (2019) 

menganalisis pengaruh koneksi politik 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hubungan politik antara direksi dan 

dewan komisaris di BUMN berpengaruh 

negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil 

tersebut mengindikasikan perusahaan BUMN 

cenderung menghindari agresivitas pajak. 

Penelitian ini menyimpulkan perusahaan yang 

memiliki koneksi politik cenderung mematuhi 

ketentuan perpajakan yang berlaku untuk 

meningkatkan citra sebagai wajib pajak yang 

patuh. Pranoto & Widagdo (2013) dalam 

studinya meneliti koneksi politik di 

lingkungan dewan komisaris pada perusahaan 

go-public Indonesia tahun 2006-2014. Hasil 

penelitian menunjukkan hubungan negatif 

antara koneksi politik dengan agresivitas 

pajak.  

Dalam pengambilan keputusan, 

perusahaan mencari kebijakan yang paling 

menguntungkan dan aman bagi perusahaan. 

Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak 

memiliki kemungkinan akan diperiksa oleh 

otoritas pajak karena semakin ketatnya 

pengawasan DJP dan memungkinkan 

timbulnya masalah hukum. Apabila tindakan 

agresivitas pajak perusahaan diketahui 

masyarakat umum akan menyebabkan 

rusaknya reputasi dan citra perusahaan juga 

seluruh stakeholder termasuk direksi dan 

komisaris yang memiliki koneksi politik baik 

yang masih menjabat di lembaga eksekutif, 

legislatif dan yudikatif maupun yang sudah 

tidak menjabat. Hal ini tentu saja tidak 

diinginkan oleh perusahaan dan stakeholder, 

terutama bagi direksi dan komisaris yang 

menjabat atau pernah menjabat sebagai 

eksekutif, legislatif dan yudikatif karena citra 

dan nama baik sangatlah penting untuk 

kelangsungan karir mereka. Oleh karena itu 

perusahaan dengan koneksi politik akan 

berusaha untuk mematuhi ketentuan 
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perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut 

hipotesis pertama adalah: 

H1 = koneksi politik berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak. 

Dimensi CSR dan Agresivitas Pajak 

Tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) adalah suatu bentuk kegiatan 

perusahaan dan pelaporannya merupakan 

transparansi yang dilakukan perusahaan. 

World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) mendefinisikan CSR 

sebagai komitmen berkelanjutan untuk 

berperilaku secara etis dan memberikan 

kontribusi pada pembangunan ekonomi serta 

meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan 

keluarganya serta masyarakat. Beberapa 

penelitian terdahulu Chen (2018), Mohanadas 

et al. (2020) dan Adiputra et al. (2019) 

meneliti hubungan antara agresivitas pajak 

dengan CSR, di mana CSR diteliti sebagai satu 

dimensi (unidimensional). Johnson & 

Greening (1999) menemukan beberapa 

penelitian menyangsikan penggabungan 

dimensi CSR ini dan menyatakan 

penggabungan semua dimensi CSR ke dalam 

satu konstruksi tidak tepat karena setidaknya 

ada dua dimensi yang sifatnya berbeda secara 

konseptual.  

Adiputra et al. (2019) mengemukakan 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

merupakan kegiatan yang mencerminkan tata 

kelola perusahaan yang baik. Ini adalah 

implementasi teori keagenan sebagai tanggung 

jawab perusahaan kepada investor. Terkait 

dengan pajak, perusahaan yang terlibat dalam 

kegiatan tanggung jawab sosial dan tata kelola 

perusahaan diharapkan memiliki tindakan 

pajak agresif yang rendah. Penelitian Adiputra 

ini juga menemukan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan secara 

negatif mempengaruhi tindakan pajak yang 

agresif.  

Selanjutnya Ortas & Gallego-Álvarez 

(2020) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa perusahaan yang memiliki tingkat CSR 

tinggi cenderung tidak terlibat dalam praktik 

perpajakan yang agresif. Laguir et al. (2015) 

meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas 

pajak di mana CSR dibagi dalam tiga dimensi 

yaitu dimensi sosial, tata kelola (governance), 

ekonomi, dan lingkungan. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan Perancis yang 

terdaftar di bursa. Hasilnya menunjukkan 

bahwa agresivitas pajak perusahaan 

bergantung pada sifat CSR perusahaannya. 

Penelitian ini juga menemukan semakin tinggi 

aktivitas CSR dimensi sosial perusahaan, 

semakin rendah tingkat agresivitas pajak 

perusahaan. Meningkatnya CSR dimensi 

ekonomi dikaitkan dengan tingkat agresivitas 

pajak yang semakin tinggi. Sedangkan untuk 

dimensi lingkungan dan tata kelola diperoleh 

hasil tidak ada hubungan signifikan dengan 

agresivitas pajak.  

Penelitian lain oleh Lanis & 

Richardson (2013) menemukan perusahaan-

perusahaan yang melangsungkan praktik 

agresivitas pajak cenderung lebih bertanggung 

jawab terhadap lingkungan melalui berbagai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dari 

uraian tersebut, hipotesis selanjutnya dari 

penelitian ini adalah: 

H2 : CSR pada dimensi ekonomi 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak perusahaan 

H3 : CSR pada dimensi lingkungan 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak perusahaan 

H4 : CSR pada dimensi sosial berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. 

 

Board Diversity dan Agresivitas Pajak 

Kehadiran perempuan dalam dewan 

direksi menjadi penting karena peran efektif 
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mereka dalam memantau kinerja manajerial 

(Jarboui et al., 2020). Direktur wanita 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

masukan dewan dan hasil perusahaan (Adams 

& Ferreira, 2009). Ibrahim et al. (2009) 

menemukan bahwa eksekutif perempuan lebih 

mudah menerima kode etik dibandingkan laki-

laki. Perbedaan gender pada direksi 

mempengaruhi kebijakan perusahaan dan 

dengan demikian perusahaan dengan direktur 

wanita di dewan cenderung tidak terlibat 

dalam praktik tidak etis, penipuan, manajemen 

laba, dan penghindaran pajak (Liu, 2018). 

Kastlunger et al. (2010) mengemukakan 

bahwa perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dapat dideteksi pada tingkat 

kepatuhan pajak dan strategi pembayaran 

beban pajak. Pria kurang patuh dibandingkan 

wanita dan akan mengadopsi strategi dalam 

pembayaran pajak. 

Hoseini et al. (2018) menemukan 

bahwa kehadiran perempuan sebagai dewan 

perusahaan mengurangi perilaku penghindaran 

pajak perusahaan. Richardson et al. (2016) 

mengungkapkan bahwa kehadiran satu atau 

lebih perempuan pada dewan direksi 

perusahaan memberikan pengaruh yang 

signifikan dalam mengurangi agresivitas 

pajak. Eagly dan Johannesen-Schmidt (2001, 

dikutip dalam Jarboui et al., 2020) perempuan 

cenderung memiliki karakteristik yang lebih 

baik seperti berperilaku baik, lebih sensitif dan 

suka menolong. Sedangkan laki-laki memiliki 

sifat lebih dominan dominan. Karakteristik 

yang baik ini jika dihubungkan dengan 

kebijakan pajak yang dapat dilakukan dewan 

perempuan di perusahaan memungkinkan 

untuk berakibat pada arah kebijakan yang lebih 

taat terhadap aturan perpajakan. Berdasarkan 

penjelasan-penjelasan tersebut banyaknya 

direksi perempuan berbanding terbalik atau 

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 

yang dilakukan perusahaan. Hipotesis kelima 

dalam penelitian ini adalah: 

H5 : board gender diversity berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dan berfokus pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2015-2019. Alasan dipilihnya sektor 

manufaktur karena merupakan sektor yang 

paling dominan jumlahnya di BEI. Perusahaan 

manufaktur memiliki karakteristik berbeda 

dibandingkan jenis perusahaan lainnya. 

Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah 

mengubah bahan mentah menjadi sebuah 

produk dan proses produksi yang dilakukan 

bersifat kompleks serta menimbulkan biaya 

produksi yang besar. Tahun 2017 sektor 

manufaktur disebut sebagai penyumbang 

terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) 

nasional dan penyetor pajak tertinggi 

(kemenperin.go.id). Sektor manufaktur tidak 

terpengaruh oleh jenis pajak final yang dapat 

menyebabkan bias dalam penghitungan proksi 

penelitian. 

Metode yang digunakan untuk 

memperoleh sampel adalah non-probability 

sampling dengan teknik purposive sampling. 

Sampel diambil terbatas pada objek yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan, baik 

karena hanya mereka yang memiliki atau 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

(Sekaran & Bougie, 2016). Terbatasnya 

sumber data menyebabkan perlu dilakukan 

purposive sampling untuk menghindari 

ketidaklengkapan dan bias pada data yang 

digunakan serta memastikan semua sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

sifat setara dan dapat dibandingkan. Kriteria 

pemilihan sampel sebagai berikut. Pertama, 

perusahaan dengan tanggal initial public 

offering (IPO) sebelum 1 Januari 2015. Kedua, 

perusahaan sektor manufaktur. Ketiga, 

perusahaan dengan mata uang rupiah untuk 



JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 10 (2), 2022, 297-314 

 

303 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.10 | No.2 | 2022 

 

mencegah terjadinya bias dalam data sampel 

penelitian dan menghindari perusahaan yang 

terpengaruh fluktuasi nilai tukar valuta asing. 

Keempat, Perusahaan tidak mengalami rugi 

sebelum pajak walau hanya satu tahun. 

Kriteria ini digunakan karena dalam 

menentukan proksi agresivitas pajak yaitu 

BTD membutuhkan nilai beban pajak kini 

untuk menentukan taxable income. Apabila 

perusahaan rugi tidak bisa didapatkan nilai 

beban pajak kini yang akan membuat data 

penelitian menjadi bias.  

Pengukuran agresivitas pajak 

menggunakan Book Tax Different (BTD) yang 

merupakan perbedaan antara pendapatan buku 

dan pendapatan kena pajak atau perbedaan 

laba akuntansi dan laba pajak (Hanlon & 

Heitzman, 2010; Fontanella & Martani, 2014; 

Park et al., 2016). Beberapa penelitian yang 

menggunakan BTD sebagai pengukuran 

diantaranya Hanlon & Heitzman (2010); 

Khomatsun & Martani (2015); Park et al., 

(2016); dan Zeng (2019). Proksi BTD 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

BTD =   (𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

− 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑚𝑒)

/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡)   

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

=   (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒)

/(𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑎𝑥) 

Koneksi politik dinilai menggunakan 

dummy, nilai 1 (satu) jika perusahaan 

mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika 

tidak. Kriteria penelitian ini merupakan 

modifikasi dari penelitian Ferdiawan & 

Firmansyah (2017) dan Minh et al. (2020). 

Penelitian ini menggunakan trias politika 

sebagai dasar penentuan koneksi politik karena 

konsep politik yang dianut Indonesia berdasar 

UUD 1945 sebagai negara demokrasi adalah 

trias politika. Kriteria koneksi politik 

dijelaskan sebagai berikut. Pertama, jika ada 

salah satu atau lebih direktur atau komisaris 

perusahaan yang memiliki jabatan atau pernah 

menjabat sebagai eksekutif seperti disebutkan 

dalam trias politica. Kedua, jika ada salah satu 

atau lebih direktur atau komisaris perusahaan 

yang memiliki jabatan atau pernah menjabat di 

lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, DPRD, 

dan DPD seperti disebutkan dalam trias 

politica. Ketiga, Jika ada salah satu atau lebih 

direktur atau komisaris perusahaan yang 

memiliki jabatan atau pernah menjabat di 

lembaga yudikatif seperti disebutkan dalam 

trias politica. Jika salah satu atau lebih direktur 

atau komisaris perusahaan memiliki jabatan 

atau pernah menjabat di lembaga 

pemerintahan.Dimensi Corporate Social 

Responsibility (CSR) mengacu pada standar 

yang diterbitkan oleh Global Reporting 

Initiative (GRI) G4 yang membagi menjadi 

tiga yaitu dimensi ekonomi, lingkungan dan 

sosial yang dimasukkan dalam 91 item 

penilaian. Item ini dibagi menjadi sembilan 

item dimensi ekonomi, 34 item dimensi 

lingkungan dan 48 item dimensi sosial. 

Penilaian pengungkapan CSR menggunakan 

checklist dengan memberi nilai 1 (satu) jika 

item diungkapkan dan 0 (nol) jika item tidak 

diungkapkan. Variabel CSR dihitung dengan 

proksi berikut:  

𝐶𝑆𝑅 𝐸𝑐𝑜𝑛 =   (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐶𝑆𝑅 𝐸𝑐𝑜𝑛)/9 

𝐶𝑆𝑅 𝐸𝑛𝑣 =   (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐶𝑆𝑅 𝐸𝑛𝑣)/34 

𝐶𝑆𝑅 𝑆𝑜𝑐 =   (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐶𝑆𝑅 𝑆𝑜𝑐)/48 

Proksi Board Gender Diversity (BGD) 

Mengacu pada penelitian sebelumnya Jarboui 

et al. (2020), Adams & Ferreira (2009)  dan 

Campbell & Mínguez-Vera (2008) BGD 

diukur dengan menghitung persentase direksi 

wanita yang menjabat pada dewan direksi dan 

dewan komisaris perusahaan. BGD diperoleh 

dengan menghitung jumlah wanita dibagi 

jumlah dewan total. Variabel kontrol yang 
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digunakan penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan yang dihitung menggunakan 

logaritma natural total aset, profitabilitas 

(ROA) merupakan pembagian laba sebelum 

pajak terhadap total asset dan leverage 

merupakan pembagian hutang jangka panjang 

perusahaan dengan total aset. 

Model Penelitian 

Model penelitian dalam penelitian ini 

adalah : 

 

TAGit = α0it + β1𝑃𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 , +β2CSR_ECONi,t

+ β3CSR_ENVi,t

+ β4CSR_SOCi,t + β5BGDi,t

+ β6SIZEi,t + β7ROAi,t

+ β8LEVi,t +  εi,t 

   

Keterangan : 

TAGit    = Agresivitas pajak 

perusahaan i pada tahun t 

β1PCONi,t   = Political Connection 

perusahaan i pada tahun t 

β2CSR_ECONi,t  = Dimensi CSR 

ekonomi perusahaan i pada tahun t 

β3CSR_ENVi,t  = Dimensi CSR 

lingkungan perusahaan i pada tahun t 

β4CSR_SOCi,t  = Dimensi CSR sosial 

perusahaan i pada tahun t 

β3BGDi,t   = Board Gender 

Diversity perusahaan i pada tahun t 

β4SIZEi,t   = Ukuran perusahaan i 

pada tahun t  

β5ROAi,t   = ROA perusahaan i 

pada tahun t 

β6LEVi,t   = Leverage perusahaan 

i pada tahun t 

α    = Konstanta 

ε   = Error 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Populasi penelitian menggunakan 

perusahaan bidang manufaktur yang terdaftar 

di BEI. Sampel yang mewakili penelitian akan 

diambil untuk selanjutnya diolah dan dianalisis 

sesuai metode yang ditentukan. Per Februari 

2020 terdapat 175 perusahaan manufaktur 

yang ada di BEI. Perusahaan ini dibagi  

menjadi tiga yaitu sektor industri dasar dan 

kimia, sektor  aneka industri dan sektor 

industri barang konsumsi. Populasi sampel 

kemudian dieliminasi menggunakan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

Hasilnya didapatkan 58 perusahaan yang 

dijadikan sampel dengan mengambil data yang 

relevan untuk penelitian selama periode lima 

tahun. Data bersifat time series karena 

mencakup lima tahun pengamatan dan cross 

section karena terdiri dari banyak perusahaan. 

Sehingga data penelitian ini disebut sebagai 

data panel. Proses pengambilan sampel 

dijelaskan dalam Tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI per tahun 2020 175 

Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2020 44 

Perusahaan dengan mata uang selain rupiah 27 

Perusahaan dengan data tidak lengkap 10 

Perusahaan dengan nilai laba negatif 36 

Jumlah perusahaan sampel 58 

Tahun observasi 5 

Total observasi 290 

Sumber : diolah dari laporan tahunan 2015-2019 



JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 10 (2), 2022, 297-314 

 

305 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.10 | No.2 | 2022 

 

Sekaran & Bougie (2016) menyatakan 

sebelum mulai analisis data dalam penelitian 

kuantitatif, beberapa langkah awal perlu 

diselesaikan untuk memastikan bahwa data 

tersebut akurat, lengkap, dan sesuai untuk 

dianalisis lebih lanjut. Langkah awal yang 

dilakukan adalah menghitung dan 

menampilkan statistik deskriptif dasar. 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

memberi gambaran mengenai data yang akan 

diolah dan diteliti. Analisis deskriptif meliputi 

jumlah observasi, mean, standar deviasi, nilai 

minimum, dan maksimum. Hasil analisis 

statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Variabel Observasi Mean Std. Deviasi Minimum Maksimum 

TAG 290 0.0215705 0.0918252 -0.2076752 0.9976093 

PCON 290 0.3551724 0.4793928 0.0000000 1.0000000 

BGD 290 0.1265191 0.1282579 0.0000000 0.6923077 

CSR Econ 290 0.3770115 0.1193032 0.1111111 0.7777778 

CSR Env 290 0.1992901 0.1347087 0.0000000 0.6176471 

CSR Soc 290 0.2909483 0.1223629 0.0208333 0.7916667 

ROA 290 0.1154660 0.1238757 0.0000557 1.1059810 

SIZE 290 28.718820 1.6362380 21.907650 33.647980 

LEV 290 0.1373463 0.1480229 0.0000886 0.7777536 

Sumber : diolah dari laporan keuangan tahun 2015-2019 

Pemilihan metode atau model regresi 

yang paling tepat harus dilakukan dalam 

penelitian yang menggunakan data panel. 

Menurut Widarjono (2007) terdapat tiga teknik 

yang bisa digunakan untuk mengestimasi 

model menggunakan data panel yaitu Common 

Effect Model (CEM), Fixed Effect Model 

(FEM) dan Random Effect Model (REM). 

Terdapat tiga uji yang dapat digunakan untuk 

memilih model data panel yang paling sesuai 

yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange 

multiplier. Berdasarkan hasil pengujian 

ditemukan bahwa model yang paling tepat 

digunakan adalah fixed effect model. Hasil 

regresi dengan fixed effect model ditampilkan 

dalam Tabel 3. 

 

 

 

 

Tabel 3. Hasil regresi data panel 

TAG Coef. Std. Err. Z P>|z| 

PCON -0.0104553 0.004368 -2.39 0.017 

BGD -0.0163445 0.0120974 -1.35 0.177 

CSR Econ  0.0214451 0.0192945 1.11 0.266 

CSR Env -0.0728454 0.0186733 -3.90 0.000 

CSR Soc  0.0388597 0.0153427 2.53 0.011 

ROA  0.3845135 0.0253527 15.17 0.000 

SIZE  0.0027236 0.0014465 1.88 0.060 

LEV -0.0136382 0.0056635 -2.41 0.016 

C -0.0959212 0.0388997 -2.47 0.014 

      Sumber: diolah penulis menggunakan aplikasi stata 
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Pengaruh Koneksi Politik terhadap 

Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hasil regresi diketahui 

variabel koneksi politik (PCON) memiliki 

nilai koefisien -0.0104553 dan probabilitas 

0.017. Artinya koneksi politik berpengaruh 

negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki koneksi politik cenderung tidak 

melakukan tindakan pajak agresif. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya oleh Iswari et al. (2019) dan 

Pranoto & Widagdo (2013) tetapi berbeda 

dengan beberapa penelitian lainnya.  

Hasil berbeda diperoleh beberapa 

penelitian sebelumnya yaitu Ferdiawan & 

Firmansyah (2017), Minh et al. (2020) dan 

Ajili & Khlif (2020). Perbedaan ini bisa terjadi 

karena perbedaan objek yang menjadi sampel 

penelitian dan proxy yang digunakan untuk 

menentukan hubungan politik dan agresivitas 

pajak. Ferdiawan & Firmansyah (2017) 

menggunakan proxy Effective Tax Rate (ETR) 

untuk menentukan agresivitas pajak dan 

memasukkan anggota partai politik sebagai 

koneksi politik. Objek penelitian Minh et al. 

(2020) adalah perusahaan kecil dan menengah 

di Vietnam yang pasti memiliki sifat berbeda 

dengan perusahaan go-public di Indonesia. 

Penelitian Ajili & Khlif (2020) menguji 

hubungan koneksi politik di industri 

perbankan Islam. Objek pada penelitian Ajili 

dan Khlif berbeda karakteristik dengan 

penelitian ini. Proxy yang digunakan untuk 

agresivitas pajak juga berbeda karena 

menggunakan ETR. 

Direksi dan komisaris merupakan 

pemimpin perusahaan yang menentukan ke 

mana arah perusahaan akan berjalan seperti 

kebijakan pajak apa yang akan dilakukan. 

Hasil penelitian ini mengisyaratkan tindakan 

hati-hati yang diambil perusahaan dalam hal 

kebijakan perpajakan. Hal ini dapat terjadi 

karena dari tahun ke tahun penegakan pajak di 

Indonesia semakin ketat, DJP terus 

berkembang dan melakukan update dan 

pembenahan aturan untuk membantu 

tercapainya target penerimaan pajak.  

Wajib pajak yang melakukan 

agresivitas pajak memiliki risiko tinggi untuk 

terdeteksi oleh account representative dan 

pemeriksa pajak. Misalnya apabila wajib pajak 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) rugi 

berturut-turut, membayar pajak dalam jumlah 

kecil atau transaksi yang dilaporkan terlihat 

meragukan maka akan menimbulkan 

kecurigaan dari account representative dan 

pemeriksa pajak. Kondisi ini dapat berakibat 

pada dilakukannya pemeriksaan terhadap 

perusahaan. Apabila perusahaan diperiksa oleh 

otoritas pajak karena diduga melakukan 

agresivitas pajak tentu saja akan timbul 

kerugian bagi perusahaan. Biaya yang 

dikeluarkan saat pemeriksaan tidaklah kecil, 

juga memakan waktu dan tenaga yang tidak 

sedikit. Tindakan agresivitas pajak ini juga 

berpotensi menimbulkan sanksi bagi 

perusahaan. Selain itu akibat dari kasus 

agresivitas pajak reputasi perusahaan dan para 

stakeholder di masyarakat menjadi jelek 

karena agresivitas pajak merupakan tindakan 

yang merugikan dan tidak sesuai dengan etika 

serta kepentingan masyarakat umum. Apalagi 

bagi direksi dan komisaris yang memiliki 

koneksi politik baik sedang menjabat atau 

pernah menjabat reputasi baik adalah salah 

satu hal yang paling penting untuk menunjang 

karir. 

Masalah ini menyebabkan timbulnya 

agency problem di mana akibat dari agresivitas 

pajak akan menimbulkan biaya tambahan yang 

harus ditanggung perusahaan yang nantinya 

berakibat pada menurunnya kekayaan 

stakeholder. Direksi dan komisaris sebagai 

pemimpin perusahaan memiliki kuasa untuk 

mencegah terjadinya tindakan pajak agresif 

yang dapat merusak citra perusahaan dan 
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stakeholders. Direksi dan komisaris dalam 

pengambilan keputusan menimbang apakah 

manfaat atau kerugian yang akan lebih besar 

diterima apabila perusahaan melakukan 

agresivitas pajak. Blaylock et al. (2012, dalam 

Ferdiawan & Firmansyah, 2017) menyatakan 

“penghindaran pajak justru tidak diinginkan 

oleh principal karena berpotensi 

mengakibatkan permasalahan hukum”. 

Pengaruh CSR Dimensi Ekonomi (CSR 

ECON) terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hasil regresi yang telah 

dilakukan variabel CSR ECON memiliki nilai 

koefisien 0.0214451 dan probabilitas 0.266. 

Dapat diartikan variabel CSR ECON tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak. Pengaruh CSR ECON yang 

tidak signifikan terhadap agresivitas pajak ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh 

Laguir et al. (2015) dan Irawan et al. (2021) 

yang menemukan hubungan signifikan. Hasil 

penelitian Laguir et al. (2015) dan Irawan et al. 

(2021) menyatakan semakin banyak 

perusahaan terlibat dalam usaha bisnis maka 

semakin rendah ETR yang berarti semakin 

besar kemungkinan perusahaan akan bersikap 

agresif terhadap pajak. Perbedaan hasil ini 

dapat terjadi karena perbedaan objek 

penelitian, karakteristik dan proksi yang 

digunakan. Penilaian CSR ECON penelitian 

ini menggunakan GRI 4. Proksi untuk 

agresivitas pajak berbeda dengan Laguir et al. 

(2015) dan Irawan et al. (2021) yang 

menggunakan ETR sedangkan penelitian ini 

menggunakan BTD. Dalam penelitian 

menggunakan proksi ETR, agresivitas pajak 

diperoleh dari hasil bagi antara beban pajak 

penghasilan dengan penghasilan sebelum 

pajak. Sedangkan proksi BTD menghitung 

agresivitas pajak dengan melihat perbedaan 

antara laba buku dan laba menurut 

penghitungan pajak. Perbedaan dasar 

penghitungan ini dapat menyebabkan hasil 

yang berbeda. 

Meskipun bertentangan hasil dengan 

Laguir et al. (2015) dan Irawan et al. (2021), 

hasil penelitian ini sama dengan penelitian 

sebelumnya oleh Mohanadas et al. (2020). 

Penelitian menguji bagaimana pengungkapan 

CSR perusahaan dan agresivitas pajak 

perusahaan berhubungan di Malaysia, negara 

dengan ekonomi yang sedang berkembang di 

Asia Tenggara sama seperti Indonesia. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa CSR 

tidak berhubungan dengan agresivitas pajak. 

Tetapi Mohanadas et al. (2020) tidak membagi 

CSR menjadi tiga dimensi seperti pada 

penelitian ini, melainkan CSR dianggap 

sebagai satu variabel tunggal. 

Pengaruh CSR Dimensi Lingkungan (CSR 

ENV) terhadap Agresivitas Pajak 

Nilai koefisien -0.0728454 dan 

probabilitas 0.000 berarti CSR dimensi 

lingkungan memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. Apabila kegiatan CSR dimensi 

lingkungan naik maka kemungkinan 

perusahaan untuk melakukan tindakan pajak 

agresif semakin menurun. Dana perusahaan 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan CSR 

lingkungan. 

Pengaruh negatif signifikan variabel 

CSR dimensi lingkungan ini berbeda dengan 

hasil penelitian sebelumnya oleh Laguir et al. 

(2015) dan Irawan et al. (2021). Pada 

penelitian Laguir et al. (2015) dan Irawan et al. 

(2021) hasilnya adalah tidak ditemukan 

hubungan antara CSR ENV dan agresivitas 

pajak. Penelitian Laguir et al. (2015) 

menggunakan data dari perusahaan-

perusahaan di Perancis periode 2003-2011 

dengan ETR sebagai proxy penghitungan 

agresivitas pajak. Sedangkan Irawan et al. 

(2021) meneliti perusahaan manufaktur di BEI 

tahun 2012-2016 yang juga menggunakan 
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ETR sebagai proksi agresivitas pajak. Hasil 

yang didapat ini sejalan dengan penelitian 

Adiputra et al. (2019) yang mendapati 

pengaruh negatif antara CSR dan agresivitas 

pajak. 

Kepedulian masyarakat tentang 

lingkungan pun semakin meningkat dapat 

dilihat diantaranya dari maraknya kampanye 

go green, green building dan daur ulang. 

Berdasarkan teori keagenan, stakeholders 

mengetahui bahwa informasi yang disajikan 

dalam laporan tahunan perusahaan dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 

Salah satu kegiatan yang dapat menambah 

nilai perusahaan adalah CSR. Nilai tambah 

dapat bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan 

tapi juga bagi para stakeholders, agen dan 

principal dalam perusahaan. Manfaat yang 

didapatkan dapat berupa citra dan reputasi baik 

di mata pengguna laporan tahunan, 

pemerintah, lingkungan, investor dan 

masyarakat umum. Perusahaan selalu mencari 

cara untuk tetap relevan dan dapat bertahan di 

industri yang persaingannya semakin seperti 

sekarang. Salah satu caranya dengan memiliki 

reputasi baik mengenai kepedulian terhadap 

lingkungan. Bagi perusahaan go public 

reputasi yang baik dapat berakibat pula pada 

naiknya harga saham. 

Pengaruh CSR Dimensi Sosial (CSR SOC) 

terhadap Agresivitas Pajak 

CSR dimensi sosial meliputi beberapa 

aspek sosial diantaranya hak asasi manusia, 

kepegawaian, masyarakat dan tanggung jawab 

produk. Dari hasil analisis data panel pada 

variabel CSR SOC diperoleh nilai koefisien 

0.0388597 dan probabilitas 0.011. 

Berdasarkan hasil tersebut koefisien positif 

menunjukkan variabel CSR dimensi sosial 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

agresivitas pajak. Berarti semakin besar 

keterlibatan perusahaan dibidang sosial, 

semakin besar potensi perusahaan untuk 

melakukan agresivitas pajak. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian Laguir et al. (2015) 

yang mendapatkan hubungan positif signifikan 

antara CSR dimensi sosial dan agresivitas 

pajak. 

Perlu diingat tujuan utama perusahaan 

adalah mencari keuntungan. Setiap keputusan 

dan tindakan yang diambil perusahaan 

dilakukan untuk memastikan perusahaan akan 

meraih keuntungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Chen et al., (2010, 

dikutip dalam Laguir et al., 2015) menyatakan 

“perusahaan akan melaksanakan kegiatan CSR 

hanya jika kegiatan ini akan menghasilkan atau 

meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam 

agency theory biaya kegiatan ini biasanya 

disebut sebagai biaya reputasi atau biaya 

politik” (p. 2).   

Perilaku agresivitas pajak yang 

dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan 

timbulnya sanksi. Sanksi ini dapat berupa 

sanksi dari otoritas perpajakan karena 

pemeriksaan pajak dan juga sanksi sosial dari 

masyarakat karena agresivitas pajak 

merupakan tindakan yang bertentangan 

dengan kepentingan masyarakat umum. CSR 

yang dilakukan perusahaan dapat 

meningkatkan nama baik perusahaan dan juga 

dapat meningkatkan citra dan reputasi 

stakeholder perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

stakeholder theory di mana kebijakan yang 

dilakukan perusahaan akan berhubungan 

dengan kepentingan pemangku kepentingan 

(stakeholder).  Dengan kata lain kegiatan CSR 

dimensi sosial dilakukan perusahaan untuk 

menutupi tindakan agresivitas pajak yang 

dilakukan dan untuk membangun reputasi 

baik. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

CSR merupakan deductible expense yang 

dapat digunakan sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan 

pembebanan biaya yang tinggi pajak yang 

dibayarkan semakin sedikit. 

Pengaruh Board Gender Diversity (BGD) 

terhadap Agresivitas Pajak 



JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 10 (2), 2022, 297-314 

 

309 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.10 | No.2 | 2022 

 

Hasil regresi data panel terhadap BGD 

menunjukkan hasil nilai koefisien -0.0163445 

dan probabilitas 0.177. Nilai ini menunjukkan 

board gender diversity tidak berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. Besarnya 

persentase direksi wanita dalam perusahaan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

turunnya agresivitas pajak perusahaan. Hasil 

yang didapat ini sedikit berbeda dengan 

Jarboui et al. (2020) dan Hoseini et al. (2018). 

Kedua penelitian ini menemukan hasil negatif 

signifikan yaitu peningkatan direksi wanita di 

perusahaan akan menurunkan tindakan pajak 

agresif secara signifikan. Penelitian Jarboui et 

al. (2020) mengambil sampel perusahaan di 

Inggris pada tahun 2005-2017 sedangkan 

Hoseini et al. (2018) menggunakan sampel 

perusahaan di Iran tahun 2012-2016. 

Hillman dan Dalziel (2003, dalam 

Jarboui et al., 2020) menyebutkan bahwa teori 

keagenan adalah salah satu teori yang banyak 

digunakan untuk menjelaskan dampak board 

gender diversity. Penelitian ini menyatakan 

bahwa dewan perempuan membawa perspektif 

yang lebih luas bagi perusahaan, yang 

meningkatkan independensi dewan sekaligus 

mengurangi biaya agensi. Jarboui et al. (2020) 

mengatakan stakeholders lebih memilih 

perusahaan untuk melakukan penghindaran 

pajak yang tinggi. Kegiatan penghindaran 

pajak atau agresivitas pajak ini dapat 

menyebabkan masalah bagi perusahaan yang 

dapat berakibat pada sanksi hukum dan sosial 

dari masyarakat. Monitoring dan pengawasan 

yang dilakukan dewan perempuan dapat 

membantu perusahaan mengurangi peluang 

terjadinya agency problem yang timbul dari 

penghindaran pembayaran pajak atau 

agresivitas pajak. Dengan logika ini semakin 

banyak dewan perempuan di perusahaan 

semakin kecil kemungkinan perusahaan 

melakukan agresivitas pajak. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menguji dan mengetahui pengaruh koneksi 

politik, dimensi CSR dan board gender 

diversity sebagai variabel independen terhadap 

agresivitas pajak sebagai variabel dependen 

dengan ukuran perusahaan, profitabilitas dan 

leverage sebagai variabel kontrol. Objek 

penelitian yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama tahun 2015-2019 dengan beberapa 

kriteria seperti dijelaskan sebelumnya. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. 

Setelah dilakukan purposive sampling terpilih 

58 perusahaan yang menjadi objek penelitian 

ini. Perusahaan diobservasi selama lima tahun 

sehingga jumlah observasi adalah 290 sampel. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah laporan tahunan, laporan keuangan, 

laporan keberlanjutan, dan dan data lain yang 

dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan data 

panel yaitu data dalam cross sectional unit 

yang diobservasi dengan beberapa rentang 

waktu atau time series. Data diperoleh dari 

berbagai sumber seperti website idx.co.id, 

laman pemerintah, laman resmi perusahaan, 

dan sumber-sumber lain yang relevan. 

Dari hasil pengujian hipotesis 

diketahui bahwa koneksi politik yang 

dimiliki perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil 

ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki koneksi politik cenderung tidak 

memanfaatkan koneksi yang dimilikinya 

untuk melakukan agresivitas pajak. Variabel 

selanjutnya dimensi CSR diteliti secara 

multidimensional berdasarkan pada standar 

yang diterbitkan oleh Global Reporting 

Initiative (GRI) G4. GRI G4 membagi 

dimensi CSR dibagi menjadi tiga dimensi 

ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi 

sosial. Ketiga dimensi ini dimasukkan ke 
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dalam 91 item penilaian yaitu sembilan item 

dimensi ekonomi, 34 item dimensi 

lingkungan dan 48 item dimensi sosial. 

Pengujian variabel dimensi CSR 

menunjukkan bahwa agresivitas pajak 

perusahaan bergantung pada sifat atau 

dimensi CSR yang dilakukannya. Hal ini 

terbukti dengan adanya perbedaan pengaruh 

masing-masing dimensi CSR terhadap 

agresivitas pajak. Hasil pengujian 

menunjukkan CSR dimensi ekonomi tidak 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas 

pajak. CSR dimensi lingkungan memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

agresivitas pajak yang menunjukkan ketika 

kegiatan CSR dimensi lingkungan naik di 

perusahaan maka kemungkinan terjadinya 

agresivitas pajak menurun. Dimensi terakhir 

yaitu dimensi sosial didapatkan hasil 

memiliki pengaruh positif signifikan yang 

artinya semakin besar keterlibatan 

perusahaan dibidang sosial, semakin besar 

potensi terjadinya agresivitas pajak. Hasil 

penelitian terhadap dimensi CSR ini semakin 

menunjukkan bahwa penelitian terhadap 

CSR seharusnya tidak diuji sebagai satu 

ukuran (unidimensional) karena informasi 

yang didapat dari setiap dimensi dapat 

menghasilkan temuan yang berbeda-beda. 

Variabel terakhir Board gender diversity 

dalam pengujiannya menemukan hasil 

berpengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kehadiran dewan 

perempuan di perusahaan dapat menurunkan 

potensi agresivitas pajak yang dilakukan 

perusahaan tetapi perannya tidak signifikan. 

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam penelitian mendatang. 

Pertama, penelitian ini menggunakan data 

perusahaan manufaktur dengan rentang 

waktu lima tahun sehingga hasil penelitian 

belum bisa menggambarkan keseluruhan 

perusahaan di Indonesia. Sektor yang lebih 

luas dan interval waktu lebih lama dapat 

dilakukan oleh peneliti selanjutnya sehingga 

dapat menangkap fenomena dan hubungan 

antar variabel dengan lebih baik. Kedua, 

dasar yang digunakan dalam penentuan 

proksi variabel koneksi politik untuk mencari 

apakah direksi dan/atau komisaris 

perusahaan memiliki koneksi politik hanya 

berasal dari annual report dan publikasi 

internet dikarenakan keterbatasan data yang 

didapatkan. Penelitian selanjutnya bisa 

menambahkan wawancara dengan 

perusahaan untuk menghasilkan informasi 

yang lebih valid atau sumber data lain. 
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